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ABSTRAK

Markawati. 13 193 037, Pelaksawaan Good Lecal Governace di Kelurahan wjung
Guran  Periode 2052008 (Studi Tentang  Pelaksanaan Prinsip  Transparansi,
Partisipnsi dan AKuntabilitas oleh Aparatur Pemerintahan Kelorahan), Fakolias
Ilmu Sosial dan Hmo Politil,. Universitas Andalas, Padane.

Penelitian ini menggambarkan Pelaksanaan Prinsip Good Locald Governanee [h
helurahan Ujpuing Gumn Periode 2005 2008 (Swdi Temang Pelaksanann Prinsip
Transparansi, Partisipasi dan Akontabilies oleh Aparatur Pemerintahan), Pendekatan
vang digunakan dalam penelitian ini adalsh kualisanf dengan tipe penelitian deskriptif.
Unit analisis dalam penelitian ini adalah fembaga, Sedanghkan teknik pemilihan informan
difahukan secara parposive sasipling. Untuk mengumpulkan daa adalah dengan
mengaunakan  metede  wawancars mendalam.  observasi dan dokuwmentasi vang
mendukung penclitian,

Dari penelitian yang dilakukan. dilapangan diperoleh data bahwa aparatur
peinerintahan kelurahan Usung Gurun telah melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi
dan akuntabilites.  pelaksanzan transparansi ditandai dengan  adanya keterbukaan
imlormasi oleh aparatur pemerintahan keluraban Ujung Gurm dalam proses pelavanan
publik seperti dalam pembuoatan Kamo Tamda Penduedok (KTPL dan lein Mendirikan
Bangunan (IMB), dan adanya pepan pengumuoman sebagai media informasi dikanar
kelurahan Ujung Gurun.,

Pelaksanoon purtisipasi ditendai dengan besamya peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan di kelurahan vang ditandai dengan peran aktif masvarakat dalam
kegiaten  manunggal  vang  disepakati  melalsi musrenbang  kelurshan,  Partisipasi
masyarakat Juga  dipengaruhi oleh sikap  aparator pemerimtahan kelurahan  dalam
menghimbau, mengajak, don berbaur langsung dengan masyvarakal.

Pemerintaly  sebagar  salabh  satn pilar good poversomce. harus
memperanggungjawabkan hasil kerjanva kepada semuoe pihak, Pelaksanaan akuentabilitas
aleh aparatur perneriniahan kelurahan Ujung Gurun, terlibar pada kesesuaian PengguUnaAaTn
dana pembangunan manunggal & kelurshen, ditandai dengan adanya laporan harian
kegintan dan faporan akhir kegiatan pembangunan

Kata kunci @ Good Governgee. {ood local governagnes,  Transparansi, Partisipasi.
Akuntabilites dan Belurahan



BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana otonomm daerah bukanlah hal yang asing lagi saat imi. Peribal
otonomi daerzh dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan akademis:
maupun  dar kalangan  praktish.  Keputusan politik pemerintah menetapkan
kebijakan desentralisast melalul Undang-undang No.22 tahun 1999 vang di revisi
denpan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentzng Pemerintahan Daerah
dijadikan acuan dan pedoman wmum dalam bag daerah dalam mengurus dan
memberdayakan potens wilayahnva masing- masing

Dapat diketahui secara jelas, babwa denpgan adanya UL tersebut maka
pemerintahan di daerah berkesempatan untuk mengatur dan mengelola sumber
daya wang dimiliki oleh masing-masing  daergh  Oleb karenz o funtutan
profesionalisme para aparalur pemerintahan sangat dibutubkan untuk menciptakan
sebuah transparansi, elekufitas dan efisien kerja serta mempertanggungjawabkan
hasil kerja pemerintah kepada masyarakat, Selain itu, partisipasi dan semua
kalangan masyarakat tentunya juga sangat  dibutubkan umek  mendukung
pembangunan.

Untuk merespon lentang otonomi pemerintaban daerah dalam UL No. 22
tahun 1999, Pemerintah Provinst Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah
(Perda) No9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintaban Nagari

Ketentuan yang terdapat dalam pesda Mo 9 tlabun 2000 yaiu, kewenangarn
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admininistratif vang terdapat dalam pemerintahan nagart diselenggarakan kembali
dengan kewenangan adat serta hukum-hukum adat, Perubahan paradigma dalam
penyelengoaraan pemeriniah daerah dan pola hubungan yang sentralistis menjadi
hubungan vang lebah terdesentralistis, Hal ni dapat dilihat dengan adanva
desentraliszsi kebijakan fhiskal Repala daerab yang dibenikan oleh Pusat. Dimana
setiap perubahan in akan jauh bermakna kalaw ditkun dengan pelaksanaan good
H.".."I-'n'.-"]".l‘n'ﬂn']'l'_'l'.'.

Croed governarce memibiky prinsip-prinisp diantaranya  transparansi
partisipasi, serta akuntabilitas, dimana pelaksanaan prinsip im memadi sebuah
keharusan pada era otonomi daerah. Pengabaian terhadap pelaksanaan prinsip-
prinsip oo gevernance i, diindikasikan sebagai salah satu penvebab krisis di
Indonesia vang meluas menjadi knsis multidimensi, karena penyelengparaan
pemerintab yang tidak berdasarkan hukwm, Kebijakan publik vang tidak sesuai
dengan prinsip good governance, yang akhirnya akan menghambat proses
demokratisasi dalam masvarakat '

Schubungan dengan pelaksanaan good govermanee dalam era otonomi
daerah ada tiga bal penting yang harus dilakukan, yaitu - pertama, bransparans
kebijakan, sebelumnya perumusan kebijakan pembangunan dan pemerintahan
cenderung bersilal elasts, tertutup dan berbau nepotis. Namun di era otonomi
daerah diharapkan kondist ini tidak muncul lagl, karena perilaku penvelenggaraan
negara harus mengedepankan tegadinya transparanst mformast dan kebyakan

oublik.  Kedua, selain cfektifitas  dan  efisiensi  kinerja  penvelenggaraan
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pemerintahan termasuk dalam pemerintaban terkecil seperti di kelurahan ataupun
pemerintaban nagari. partisipast masyarakat untuk mewujudkan pembangunan
juwa sangat dibutubkan  Ketiga, akuntabilitas penvelenggaraan  pemerintah,
dimana pemerintal bertanggung jawab pada masyarakat di dalam konteks kinetja
lembaga dan aparatnya.

Dalam  pelaksansan otonomi daerah, dimana  pemerimahan daerzh
membert peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Ini berarti pelaksanzan otonomi daerah akan lebih bermanfaat kalau
dikelola alch pemerintah vang mempunyal kemampuan baik dalam art manajerial
maupun moral serta etika pemerintaban vang inovatif dan demokratis, dan semua
it mengacu kepada konseptuzl yang terdapal dalam prisip- prinsip o]
EVErRalCe.

(Goexd governance mempunyai lga palar yaitn, pemerintah, swasta dan
masvarakal yang punva posisi dan peran vang cukup kuat dalam membangun
nemerintahan (oo governance lebih terfokus pada cara atau sistem yang
mengatn peran pemerintzh, masyerakat dan swasta supaya tidak ada yang
menjadi pemain tunggal seperti sehelumnya, dalam paradigma ini pemerintah,
swasta dan masvarakat adalah mitra sejajar. Dimana nantinya ketiga pilar ini akan
=aling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing- masing. Ketiga domai ni
memiliki hubungan satu sama lainnya. Dimana negara atau pemerintah herfungs
sabagai pencipta lingkungan politik vang kondusif, dan sekior swasta akan
menciptakan lapangan pekerjuan untuk memperolch pendapatan, sedangkan

masvarakat berperan aktif dalam interzksi sosial, ckonomi, maupun pelitik,
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BAR VI

PENUTLIP

A, Kesimpulan
Dari hasil penelitian sebagaimana vang telah dipaparkan pada bab-bab
sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Otonomi daerah menuntur  adanva  kemandirian  susie aerah uniuk
mengatur dan mengelola potensi sumber dava yang dimiliki oleh masing- HEE
wilayah. Pelaksanaan otonomi dacrah akan lebih bermakna Jika diiringi dengan
pelaksanann good genernance. Pelaksanazn prinsip transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas Lerja  aparatur pemerintahan  merupakan tiang utama uatuk
mewwjudkan tatanan pemerintahan lokal vang baik

Dalam  penerapan  good govermance, pihak swasta, masvarakat dan
pemerintahan merupakan domain atau pilar pelaksana good povernance, Ketiga
pilar ini merupakan mitra sejajar yang berkaitan erat satu sana lainnya dalam
mewujudkan tatanan pemerintahan vang lebih baik di era otonomi daerah.
Pemerintakan sebagar pembuat kebijakan harus menvadari betapa penfingnva
pertanggungiawaban hasil kerjanya kepada publik Selain i pihak swasta
merupakan sekior vang sangat berperan dalam pembanzunan, dan partisipas! dart
masyarakat merupakan unsur utama dalam pembangunan baik ditingkat nasional
maupun lokal.

Kelurahan sebagai pemerintaban dibawah kecamatan, merupakan ujung

tombak dari pelavanan kepada masvarakat Kelurahan akan berhubung langsung
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dalam  mengayomi dan melavani masvarakat. Pihak kelurzhan pun wajib
melaksanakan transparansi atau keterbukaan arus informasi kepada masyarakat,
misalnya dalam pengurusan KTP dan IMB Dengan adanva kejelasan proses,
prosedur dan kejelasan biava administrasi vang dijelaskan oleh pihak kefurahan
akan melabirkan rasa percaya dari masyvarakat. Dalam penerapan  prisip
Iransparansi, pemerintahan kelerahan Ujung Gurun telah memberikan informasi
vang luas dan melaksanakan keterbukaan atas arus informast mengenai palayanan
publik seperti pengurusan KTP dan IMB. Dimana masyarakat bisa berkomunikasi
langsung dengan pihak kelurahan dalam meminta informasi atau melalui spanduk
dan papan pengumuman yang disediakan di kantor kelurahan Ujung Gurun

Dalam  penelitian, pelaksanaan prinsip transparansi  wformasi terlihag
sangat mempengaruhi sikap atau kepercavaan masyarakat terbacdap pemerintahan
kelurahan, Dengan adanva keterbukaan arus informasi,. melahirkan SCMANEAL
partisipasi bagi masyarakal, Karena sikap aparatur pemerintahan kelurahan
merupaka salah satu faktor pendorong bapi masvarskae ustek wret sema dalam
berpartisipasi  schagaimana telihal dalam proses musyawarah pembangunan
kelurahas {musrenbang kelurahan),

Untuk  mewujudkan pembangunan, peran  serta  masvarakat SATIEAL
dibutubikan. Karena dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagi objek
pembangunan, akan tetapi masyarakat juga diposisikan sebagai perentu dan
perencana pembangunan, kKarena masvarakatlah vang lebih tahe akan kebutuhan
mereka. In keluraban Upung Gurun partisipasi masvarakag cukup tingga, hal ini

terlibial dalam kegiztan musrenbang kelurahan, dimana masyarakal memberikan
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